PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 779/KPTS-DPMPTSP/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Non Perizinan dipandang perlu adanya
penyesuaian  terhadap Standar  Operasional
Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5
tahun 2021 tentang Penyelenggraan Perizinan
Berusaha berbasis Risiko dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,
maka perlu adanya dukungan regulasi yang
mengatur Kode KBLI, persyaratan, tingkat risiko,

perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku
dan parameter;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dipindai dengan CamScanner
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Mengin :
gingat . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja dj
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

Perizinan Berusaha di

ra Republik Indonesia
baranl

tentang Penyelenggaraan

Daerah (Lembaran Nega
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lem

Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6634);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan/atau  Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 270);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun
2021 tentang - Standar Kegiatan Usaha Dan

Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

w
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19.

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Beritg

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

262);
Peraturan Menteri

Tahun 2021 tentan
yelenggaraan Perizinan Berusaha

perhubungan Nomor PM 12

g Standar Kegiatan Usaha dan

Produk pada Pen

Berbasis Risiko Sektor Transfortasi (Berita Negara

ahun 202 1Nomor 1334);

Republik Indonesia T
riwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Pa
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan

Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
283);

Peraturan Menteri  Pekerjaan ~ Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 266);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun

2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
323);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun
2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 282);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan
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21.

22.

23.

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 317);

Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk
pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
269);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016
Nomor 77);

Peraturan Bupati Nomor 240 Tahun 2021 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati
Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
Nomor 240);
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KESATU tersebut dalam Lampiran Keputusan I tentang

Penjelasan Umum Standar Operasional Prosedyr

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risikg

dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dap
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin, Lampiran II tentang Standar Operasional
Prosedur  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI, Lampiran III
tentang Perizinan Berusaha Non KBLI, Lampiran IV
tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non
Berusaha Non KBLI, Lampiran V tentang Standar

Operasional Prosedur Non Perizinan;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan
st.ebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayan
yanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten Musi
Banyuasin;
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KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
terlampir dalam Lampiran keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksana dan
scbagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 6 Desember 2021

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran I : Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 779 /KPTS-DPMP’lI‘SP/2021

Tanggal : 6 Desember 202

Tcn%ng . Penjclasan ~ Umum  tentang Standar
Opcrasional Prosedur 'Pep}'/clenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pclayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Musi Banyuasin.

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
sclanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai
Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu
kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan
kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan
instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu
kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan
pola pikir (change management dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan
layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineeing) serta memerlukan
pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem
Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan
penerbitan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan
dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib
memiliki lzin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan
menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus
dilakukan Pengawasan.

Standar Operasional Prosedur adalah jawaban dari segala kendala dalam
bidang perizinan. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman bagi
perangkat daerah dan aparatur pemerintah yang berhubungan langsung
dengan publik eksternal maupun untuk menunjang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin ini berisi berbagai informas
yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal di

Kabupaten Musi Banyuasin.

"
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Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis  Risiko dan Non Perizinan ini menguraikan bagaimana upaya
pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin beserta jajarannya menyelenggarakan
pelayanan publik yang prima di Kabupaten Musi Banyuasin.

Semoga kedepannya, Standar Operasional Penyclenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan  bisa memberikan panduan bagi
seluruh  perangkat dacrah pusat dan dacrah dalam mengidentifikasi,
menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta
mengevaluasi standar operasional prosedur sesuai dengan tugas dan fungsi
aparatur pemerintah. Schingga bisa memberikan perlindungan dan kepastian
hukum kepada masyarakat, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudabh,

(ransparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 6 Desember 2021
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